









Pembangunan adalah usaha untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan (Suryono, 2010:15). Sementara Dalam Economic Development in the Third World, oleh Todaro (2000:29) mengatakan:
Development is multidimensional process involving the reorganizations and reorientation of entire economic and social system. In addition to improverment of income and output it typically involves radical changes, in institutional, social and administrative structures as well as in popular attitudes and in many cases, even customs and belief. 

Berdasarkan kedua pendapat tersebut di atas, dapat dimaknai bahwa pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan baik ekonomi maupun sosial masyarakat, untuk itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan yang adil dan merata yang diusahakan melalui pembangunan, dan hanya dapat tercapai jika terjadi peningkatan kemampuan ekonomi yang harus dihasilkan oleh usaha pembangunan itu sendiri.  
Sementara dari perspektif fokus pembanguan mengalami pergeseran paradigma. Suryono (2010:16-23) mengemukakan bahwa pergeseran paradigma tersebut dapat diamati dari: pertama adalah Growth paradigm, merupakan paradigma pembangunan yang hanya memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Paradigma kedua adalah pertumbuhan dan pemerataan (Growth with distribution paradigm), paradigma ini digunakan untuk mendeskripsikan 4 (empat) pendekatan dasar yang apabila digunakan tersendiri atau dalam kombinasi dapat diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Keempat pendekatan tersebut adalah: (1) meningkatkan laju pertumbuhan GNP dengan meningkatkan tabungan,   (2) mengalihkan investasi ke golongan-golongan miskin, (3) mendistribusikan pendapatan kepada golong-an miskin, (4) pengalihan harta kepada golongan miskin. Paradigma ini hanya akan berjalan jika tempat dilaksanakannya pembangunan didukung oleh teknologi tinggi dan masyarakat sasaran berpendidikan dan keterampilannya pun tinggi.
Paradigma ketiga yaitu pembangunan berkelanjutan (Sustainable develop-ment). Fokus utama dari paradigma ini adalah mewujudkan keseimbanngan pem-bangunan antara sektor ekonomi, sosial dan lingkungan sehingga pembangunan yang dilakukan pada saat ini tidak mengorbankan generasi yang akan datang. Perkembangan paradigma yang terakhir yaitu paradigma pemberdayaan (empowerment paradigm). Paradigma ini lahir dari adanya dua premis mayor antara kegagalan dan harapan. Kegagalan dalam pengembangan model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan dan lingkungan, sedangkan harapan dikarenakan adanya alternatif-alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokratis, persamaan gender dan pertumbuhan ekonomi yang memadai.
Dalam rangka upaya memanifestasikan keberhasilan pembangunan di Kapupaten Mamuju maka diperlukan pemilihan paradigma dan strategi yang dijadikan sebagai landasan dalam proses pembangunan. Menurut Friedman (1992) sebagaimana dikutip Suryono (2010:55) menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan dianggap sebagai alternatif pembangunan yang dapat menjawab permasalahan kemiskinan di negara berkembang. Dengan demikian pendapat ini semakin menguatkan dipilihnya paradigma pemberdayaan (empowernment paradigm) dalam membangun perekonomian masyarakat Kabupaten Mamuju.
Selanjutnya dapat dideskripsikan bahwa peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat telah menjadi suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Kesejahteraan masyarakat adalah cita cita seluruh bangsa di muka bumi yang merupakan keadaan dimana setiap warga masyarakat merasa nyaman, tentram, bahagia, serta dapat memenuhi kebutuhan sandang dan papannya. Tercapainya kesejahteraan masyarakat terwujud apabila tersedianya fasilitas pendukung pemberdayaan masyarakat, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, sarana prasarana fisik serta pertahanan negara yang menimbulkan rasa aman untuk bekerja secara layak.
Pada tingkat yang paling dasar, kesejahteraan manusia yang beradab adalah kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu: kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Faktanya, perilaku manusia itu sendiri sering kurang kondusif bagi upaya mewujudkan kesejahteraan mereka, baik secara individu, keluarga maupun masyarakat, sehingga menyebab-kan gap (kesenjangan) dalam upaya mewujudkan kesejahteraannya. Disinilah peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengembangkan suasana yang kondusif bagi upaya-upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan beradab.
Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental serta terdidik dan kuat serta inovatif, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi.  Namun, selain nilai fisik yang dimaksudkan tersebut di atas, ada pula nilai-nilai intrinsik dalam masyarakat yang juga menjadi sumber keberdayaan, seperti nilai kekeluargaan, kegotong-royongan, kejuangan, dan yang khas pada masyarakat kita, kebinekaan. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (survive), dan dalam pengertian yang dinamis mengem-bangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik pada tingkat nasional disebut ketahanan nasional.
Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Untuk menerjemahkan rumusan menjadi kegiatan nyata tersebut, negara mempunyai birokrasi. Birokrasi ini harus dapat berjalan efektif, artinya mampu menjabarkan dan melaksanakan rumusan-rumusan kebijaksanaan publik (public policies) dengan baik, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Dalam paham bangsa Indonesia, masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah (birokrasi) berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan iklim yang menunjang. 
Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "people-centered, participatory, empowering, and sustainable" (Chambers, 1995). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedman (1992) disebut alternative development, yang menghendaki “inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity.”
Konsep ini tidak mempertentangkan pertumbuhan dengan pemerataan, karena seperti dikatakan oleh Brown (1995), keduanya tidak harus diasumsikan sebagai "incompatible or antithetical". Konsep ini mencoba melepaskan diri dari perangkap "zero-sum game" dan "trade off”. Ia bertitik tolak dari pandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan. Untuk itu, Kirdar dan Silk (1995), mengungkapkan bahwa "the pattern of growth is just as important as the rate of growth". Yang dicari adalah seperti dikatakan Ranis, "the right kind of growth", yakni bukan yang vertikal menghasilkan "trickle-down", seperti yang terbukti tidak berhasil, tetapi yang bersifat horizontal (horizontal flows), yakni "broadly based, employment intensive, and not compartmentalized" (Ranis, 1995).
Hasil kajian berbagai proyek yang dilakukan oleh International Fund for Agriculture Development (IFAD) menunjukkan bahwa dukungan bagi produksi yang dihasilkan masyarakat di lapisan bawah telah memberikan sumbangan pada pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan investasi yang sama pada sektor-sektor yang skalanya lebih besar. Pertumbuhan itu dihasilkan bukan hanya dengan biaya lebih kecil, tetapi dengan devisa yang lebih kecil pula (Brown, 1995). Konsepnya adalah pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pertumbuhan yang dihasilkan oleh upaya pemerataan, dengan penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Sejalan dengan deskripsi tersebut diatas, Kartasasmita (2003), meng-ungkapkan bahwa upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi. 
Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengem-bangkannya.
Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.
Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, di mana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang.
Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya.
Urgensinya adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses peng-ambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengamalan demokrasi. Friedman (1992) menyatakan bahwa: “The empowerment approach, which is fundamental to an alternative development, places the emphasis on autonomy in the decision-marking of territorially organized communities, local self-reliance (but not autarchy), direct (partici-patory) democracy, and experiential social learning.”
Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah.
Melindungi dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity) karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian, ending goal-nya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara sustainable.
Sejalan dengan upaya penangulangan kemiskinan di Indonesia, salah satu jalan yang ditempuh adalah melalui penguatan atau perancangan kembali program-program penanggulangan kemiskinan yang telah ada. Rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan pada rumah-tangga miskin merupakan tantangan utama yang harus dihadapi Indonesia dalam memenuhi MDGs tersebut. Melalui program pemberdayaan masyarakat, diharapkan akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan millenium, di antaranya: peningkatan pendidikan dasar, pengurangan angka kematian bayi dan balita, peningkatan kesehatan ibu atau pengurangan angkat kematian ibu melahirkan, kesetaraan gender dan pengurangan penduduk miskin dan kelaparan.
Rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan pada rumah-tangga miskin merupakan tantangan utama yang harus dihadapi Indonesia dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Masih tingginya angka mortalitas balita serta rendahnya tingkat penyelesaian pendidikan dasar dan menengah pertama anak-anak dalam rumah tangga miskin, merupakan isu-isu strategis yang sangat berpotensi menghambat upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Tanpa disertai upaya peningkatan kesehatan dan pendidikan, terutama kepada anak-anak generasi mendatang yang hidup dalam setiap rumah-tangga miskin, upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia akan sulit dilakukan.
Ditinjau dari sisi kebutuhan masyarakat serta pelayanan pendidikan dan kesehatan di Indonesia, ada beberapa masalah yang perlu menjadi perhatian. Beberapa masalah yang terjadi dari sisi kebutuhan masyarakat adalah sebagai berikut:
1.	Ketidaktahuan maupun ketidakpedulian rumah tangga miskin terhadap pentingnya menjaga kesehatan dan mengenyam pendidikan. 
2.	Ketidakmampuan keuangan rumah tangga miskin untuk membiayai perawatan kesehatan maupun menyekolahkan anggota keluarganya. 
3.	Ketidakmampuan keluarga miskin untuk secara konsisten menjaga keberlanjutan perawatan kesehatan dan pendidikan bagi anggota keluarganya. 
Sedangkan beberapa masalah yang terjadi dari sisi pelayanan adalah:
1.	Cakupan layanan kesehatan dan pendidikan yang kurang memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat. 
2.	Biaya layanan kesehatan dan pendidikan yang dinilai masyarakat cukup tinggi, terutama bagi keluarga miskin. 
3.	Akses layanan kesehatan dan pendidikan yang terlalu jauh dari tempat tinggal keluarga miskin. 
4.	Waktu layanan kesehatan dan pendidikan yang kurang sesuai dengan pola aktivitas   anggota keluarga miskin. 
Berdasarkan permasalahan sebagaimana di atas, perlu upaya-upaya strategis untuk mengatasinya. Upaya strategis yang dilakukan harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, yaitu dengan menerapkan strategi pembangunan secara partisipatif dengan mengedepankan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat.
Sejak tahun 2007, telah dicanangkan program nasional dalam rangka melanjutkan dan mengembangkan program penanggulangan kemiskinan yang disebut dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Melalui PNPM Mandiri, pemerintah melanjutkan program penanggu-langan kemiskinan yang telah berjalan baik seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan atau PNPM Mandiri Perdesaan. Pengalaman dari PPK dan atau PNPM Mandiri Perdesaan, menunjukkan bahwa masalah kesehatan ibu-anak dan pendidikan dasar merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin, namun belum dapat dijangkau secara optimal. Karena itu dalam rangka memperluas dan mempertajam kegiatan masyarakat dilaksanakan program khusus bagi peningkatan kualitas kesehatan ibu-anak dan pendidikan dasar melalui PNPM Mandiri Perdesaan Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM-MP-GSC) yang juga merupakan bagian dari PNPM Mandiri Perdesaan. Melalui program ini, dalam jangka panjang diyakini akan mampu mengurangi angka kemiskinan dan mendorong terciptanya generasi yang sehat dan cerdas di Indonesia. Program khusus ini disebut PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), yang selanjutnya disebut PNPM Mandiri Perdesaan Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM-MP-GSC). 
Program PNPM Mandiri Perdesaan Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM-MP-GSC) sejak tahun 2014 telah ikut serta aktif dalam mendukung prioritas program pencapaian peningkatan kesehatan ibu-anak dan pendidikan dasar, strategi dengan pendekatan mengedepankan dasar-dasar pemberdayaan masya-rakat, yang memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan. Implementasi program PNPM Mandiri Perdesaan Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM-MP-GSC) berangkat dari masyarakat, dilakukan oleh masyarakat dan diperuntukkan bagi masyarakat yang dianggap mampu menjamin efektifitas dan keberlanjutan sebuah program penanggulangan kemiskinan.
Salah satu bentuk upaya memerankan masyarakat miskin dalam proses kebijakan adalah melalui partisipasi dan pemberdayaan. Partisipasi didefinisikan sebagai “a process through which stakeholders influence and share control over development initiatives and the decisions and resources which affect them” (the World Bank dalam Carvalho, 2003). Dari definisi ini dapat dimaknai bahwa partisipasi sebenarnya suatu proses di mana mereka yang akan terkena akibat atau pengaruh suatu kegiatan pembangunan, suatu keputusan, atau berkenaan dengan suatu sumber daya mendapat kesempatan untuk memengaruhi dan turut mengendalikan.
Sedangkan unsur kunci pemberdayaan menurut World Bank (2002) adalah akses terhadap informasi, pelibatan (partisipasi), akuntabilitas, dan kapasitas lembaga di tingkat lokal. Namun demikian partisipasi sebagai sebuah paradigma bisa dipergunakan dengan pemahaman dan tujuan yang berbeda. Chambers (1995) menyebutkan bahwa partisipasi ini dapat digunakan sebagai cosmetic label, sebagai co-opting parctice, dan sebagai empowering process. Jika partisipasi dan pemberdayaan semula dianggap sebagai “another” atau “alternative” karena sekarang sudah menjadi “keharusan” maka ia sekarang justru menjadi “mainstream” dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi publik. Namun untuk mewujudkan partisipasi dan pemberdayaan ini ternyata tidak mudah karena terdapat berbagai prasyarat yang harus dipenuhi dan masalah yang menghambatnya.
Berdasarkan deskripsi konsep dan realitas terkait permasalahan kemis-kinan tersebut di atas, dibutuhkan “way out as the trajectory” berupa public policy yang bertujuan untuk menentukan arah pembangunan yang akan di laksanakan dalam kerangka penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, public policy sangat menentukan keberhasilan suatu tindakan kebijakan dari para stakeholder (decion maker) dalam penanganan permasalahan sosial seperti fenomena penanggulangan kemiskinan. Kebijakan mempunyai resiko untuk gagal disebabkan oleh pelaksanaannya jelek (bad execution) kebijakan itu sendiri yang jelek (bad policy), atau kebijakan tersebut memang bernasib jelek (bad luck).
Dalam rangka keberhasilan implementasi sebuah kebijakan akan ditentukan oleh banyak aspek atau faktor, dan masing-masing aspek tersebut saling berhubungan satu sama lain. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh model implementasi yang mampu menjamin kompleksitas masalah yang akan diselesaikan melalui kebiajakan tertentu. Model implementasi kebijakan ini tentunya diharapkan merupakan model yang semakin operasional sehingga mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar aspek yang terkait dengan kebijakan, (Sumaryadi, 2005: 88).
Menurut Hogwood dan Gunn sebagaimana dikutip Wahab (2002:71), untuk dapat mengimplementasikan kebijaksanaan negara secara sempurna diperlukan persyaratan: (1) Kondisi eksternal yang diharapi oleh Badan/Instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius, (2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai, (3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia, (4) Kebijakan yang akan dimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal, (5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan banyak sedikit mata rantai penghubungnya,             (6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil, (7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, (8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat, (9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna, (10) Pihak-pihak yang memilih wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. 
Sementara Meter dan Horn sebagaimana dikutip Wahab (2002:78), mengemukakan bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah aspek bebas yang saling berkaitan. Aspek-aspek itu adalah: (1) Ukuran dan tujuan kebijakan, (2) Sumber-sumber kebijakan, (3) Ciri-ciri atau sifat instansi/ badan pelaksana, (4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, (5) Sikap para pelaksana, (6) Lingkungan  ekonomi, sosial dan politik.
Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier sebagaimana dikutip Wahab (2002:81), mengatakan bahwa aspek-aspek yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi adalah: (1) Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan, (2) Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi, (3) Pengaruh langsung pelbagai aspek politik terahdap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.
Sedangkan Edward III (1980:10), menyebutkan ada 4 (empat) aspek yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu: (1) Komunikasi (communication), (2) Sumberdaya (resources), (3) Disposisi atau sikap-sikap (disposition or attitudes), (4) Struktur birokrasi (bureaucratic structure).
Mengamati pendapat tersebut di atas, terdapat unsur kesamaan tujuan yang akan dicapai dalam hal mempelajari implementasi yaitu kesuksesan implementasi kebijakan, namun teori Hogwood dan Gunn lebih menitikberatkan kajiannya pada kesempurnaan sebuah implementasi kebijakan dengan pendekatan dari atas (top down approach), Meter dan Horn lebih menitikberatkan pada prosedur-prosedur implementasi kebijakan, teori Mazmanian dan Sabatier menekankan pada kerangka analisis implementasi kebijakan. Sedangkan teori Edward III menitikberatkan kajiannya pada kinerja implementasi kebijakan, yang meliputi aspek komunikasi kelembagaan, aspek ketersediaan Pegawai (sumber daya manusia), aspek sikap para pelaksana di lapangan dan aspek struktur birokrasi instansi pelaksana kebijakan. 
Untuk itu, dalam rencana penelitian ini me-refer teori Edward III yang menyebutkan ada 4 (empat) aspek atau indikator yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu: (1) Komunikasi (communication), (2) Sumberdaya (resources), (3) Disposisi atau sikap-sikap (disposition or attitudes), (4) Struktur birokrasi (bureaucratic structure). Ke 4 (empat) aspek inilah yang akan diamati pengaruhnya terhadap Implementasi Kebijakan Program PNPM Mandiri Perdesaan Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM-MP-GSC) di Kabupaten Mamuju.
Kondisi eksisting Kabupaten Mamuju yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan, 142 desa, 11 kelurahan, dengan jumlah penduduk kurang lebih 336.879,- jiwa/86.623 Kepala Keluarga (KK). Mata pencaharian sebagian besar warga di kabupaten ini adalah “nelayan”, “petambak”, “petani”, “perkebunan” dan “pegawai negeri sipil” dan “swasta”. Sebanyak 50% KK di kabupaten ini tergolong sebagai KK miskin/ Rumah tangga Miskin (RTM). Desa termiskin di kabupaten ini adalah Desa Sandapan Kecamatan Kalumpang, dengan jumlah RTM hingga 85% dan penghasilan rata-rata Rp.15.000 per hari. Sebagian besar (80%) masyarakatnya berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dasar (SLTP). Sementara secara akumulatif, kecamatan termiskin di kabupaten ini adalah Kecamatan Kalumpang. (Sumber: https://pnpmgsckabmamuju.wordpress.com (​https:​/​​/​pnpmgsckabmamuju.wordpress.com​) di akses pada tanggal 09-09-2015).
Kabupaten Mamuju adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan kabupten yang mendapat alokasi bantuan program PNPM-MP-GSC, terdiri dari 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Mamuju, Kalukku, Tommo, Kalumpang dan yang terakhir adalah Kecamatan Budong-budong. Khusus untuk Kecamatan Budong-budong yang merupakan daerah otonomi baru sesuai dengan keputusan menteri dalam negeri telah masuk dalam kecamatan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dan pada tahun anggaran 2015 nanti kecamatan ini akan memiliki satker tersendiri dalam mendukung pelaksanaan program PNPM-MP-GSC dari sisi struktural, namun dari sisi fasilitasi masih akan dilaksanakan oleh Tim Fasilitator Kabupaten Generasi Kabupaten Mamuju.
Dari 5 (lima) kecamatan tersebut di atas, yang akan menjadi objek penelitian terkait program PNPM-MP-GSC hanya 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Kalukku yang menjadi polupasi penelitian peneliti. Adapun deskripsi kondisi eksisting kedua kecamatan tersebut yang berkaitan dengan sasaran program PNPM-MP Generasi Sehat dan Cerdas adalah sebagai berikut:




Mamuju	31 225	30 469	61 694	102
Kalukku	27 332	26 421	53 753	103
Sumber: Kab. Mamuju dalam angka (2014)
Tabel 1.2. 	Tingkat Kepadatan Penduduk di 2 (dua) lokasi objek penelitian di Kabupaten Mamuju Tahun 2014





Sumber: Kab. Mamuju dalam angka (2014)
Tabel 1.3.	Jumlah Fasilitas Kesehatan di 2 (dua) lokasi objek penelitian di Kabupaten Mamuju Tahun 2014




Sumber: Kab. Mamuju dalam angka (2014)
Tabel 1.4.	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri/Swasta di 2 (dua) lokasi objek penelitian di Kabupaten Mamuju Tahun 2014














Sumber : Kab. Mamuju dalam angka (2014)
Tabel 1.5.	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs-N/S) dan SMP Negeri/Swasta di 2 (dua) lokasi objek penelitian di Kabupaten Mamuju Tahun 2013












Sumber : Kab. Mamuju dalam angka (2014)
Data tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4 dan tabel 5 tersebut di atas, mendeskripsikan kondisi eksisting permasalahan yang akan dikaji peneliti,  terkait masalah program PNPM-MP-GSC di Kabupaten Mamuju khususnya di Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Kalukku yang menjadi rencana objek kajian.  
Dalam rangka memperluas dan mempertajam kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan program khusus bagi peningkatan kualitas kesehatan ibu-anak dan pendidikan dasar melalui program PNPM-MP-GSC. Program ini, dalam jangka panjang diyakini akan mampu mengurangi angka kemiskinan dan mendorong terciptanya generasi yang sehat dan cerdas di Indonesia. 
Mengingat karakteristik kemiskinan di Indonesia, dimana 49% dari penduduknya hidup dengan penghasilan di bawah US$2 per hari dan sebagian kecil sekitar 7,2% hidup dalam kemiskinan yang ekstrim, menentukan sasaran pada penduduk miskin sungguh-sungguh suatu tantangan. Proyek Bantuan Tunai Bersyarat untuk Kelompok Masyarakat, yakni PNPM-MP-GSC, adalah sebuah prakarsa yang khas dari Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan mekanisme bantuan tunai bersyarat yang paling cocok di Indonesia. Melalui proses perencanaan partisipatoris PNPM-MP-GSC, kelompok masyarakat dapat mengusulkan berbagai cara pemecahan masalah yang sesuai dengan situasi setempat guna mengatasi masalah dari sisi permintaan dan masalah dari sisi persediaan skala kecil, dengan menggunakan mekanisme lokal yang fleksibel dalam menentukan berbagai sasaran.
Sementara untuk skala pemerintah daerah,  khusus di Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Indonesia PNPM-MP-GSC diimplementasikan dalam program fasilitasi masyarakat dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah. 
Tujuan dari program ini adalah : a). Meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak-anak balita, b). Meningkatnya pendidikan anak-anak usia sekolah hingga tamat Sekolah Dasar (SD.MI) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP/MTs). Adapun Sasaran Program meliputi: 1). Seluruh ibu-ibu yang sedang hamil, 2). Ibu menyusui dan bayinya, 3). Anak-anak balita, serta 4). Anak-anak usia sekolah dasar dan menengah pertama. 
Sementara penerima manfaat program ini adalah anggota masyarakat yang menerima manfaat secara langsung dari program PNPM-MP-GSC Penerima manfaat PNPM-MP-GSC diutamakan bagi mereka yang termasuk dalam kelompok rumah tangga miskin dan yang selama ini belum mendapatkan pelayanan kesehatan ibu-anak dan pendidikan dasar khususnya yang berada di wilayah  di Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Indonesia. Berdasarkan deskripsi fenomena realitas tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkajinya dengan tema: “Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Generasi Sehat Dan Cerdas (PNPM-MP-GSC) Di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat).

B.	Perumusan Masalah
1.	Bagaimanakah implementasi kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Generasi Sehat Dan Cerdas (PNPM-MP-GSC) di Kabupaten Mamuju ?




1.	Mengidentifikasi, menginterpretasi, mendeskripsikan dan menganalisi implementasi kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Generasi Sehat Dan Cerdas (PNPM-MP-GSC) di Kabupaten Mamuju.
2.	Mengidentifikasi, menginterpretasi, mendeskripsikan dan menganalisi faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Generasi Sehat Dan Cerdas (PNPM-MP-GSC) di Kabupaten Mamuju.

D.	Manfaat Penelitian
Adapun hasil penelitin diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis : Dimensi Teoritis, Hasil penelitian diharapkan dapat melengkapi teori administrasi publik khususnya terkait kebijakan pemberdayan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dimensi Praktis, Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan publik pada level pemerintah pusat maupun pada level pemerintah daerah untuk pemberdayan masyarakat sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan. Selanjutnya secara spesifik dapat dikemukakan manfaat penelitian yang dimaksudkan tersebut di atas, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
a.	Sumbangsi bagi pengembangan teori-teori kebijkan sosial sebagai implikasi teori sub-ordinat dari teori-teori kebijkan publik. 
b.	Bahan kajian lanjutan bagi pemerhati dan peneliti  lainnya, khususnya bidang ilmu administrasi publik yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan konsep teoritis  yang aplikatif dan berkelanjutan dalam upaya implementasi program PNPM-MP Generasi Sehat dan Cerdas (GSC).  
2. Manfaat Praktis: 
a.	Masukan bagi Pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan terutama dalam upaya pemberayaan masyarakat untuk menang-gulangi kemiskinan.
c.	Masukan bagi seluruh stakeholder yang terkait dalam proses dan imple-mentasi Program PNPM-MP Generasi Sehat dan Cerdas (GSC).
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